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Purwokerto — Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih

Lapas Narkotika Purwokerto laksanakan Penandatanganan Komitmen Bersama Pembangunan Zona Integritas dan
Pakta Integritas



dan melayani, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Kelas IIB
Purwokerto melaksanakan penandatanganan komitmen bersama pembangunan
Zona Integritas dan Pakta Integritas bertempat di lapangan upacara dan diikuti
oleh seluruh jajaran pegawai, Senin (2/2/2026).

Penandatanganan tersebut dilakukan sebagai bentuk komitmen nyata seluruh
pegawai Lapas Narkotika Purwokerto dalam mewujudkan birokrasi yang bersih,
transparan, dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Kegiatan ini juga menjadi langkah awal dalam mendukung pembangunan Zona
Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).



Kepala Lapas Narkotika Purwokerto, Mochammad Sjaefoedin, dalam
sambutannya menyampaikan bahwa pembangunan Zona Integritas bukan hanya
sebatas seremonial, melainkan harus diwujudkan melalui perubahan pola pikir
dan budaya kerja seluruh pegawai.



Ia menegaskan pentingnya integritas, profesionalisme, serta pelayanan publik
yang berorientasi pada kepuasan masyarakat.

"Ini adalah janji kita kepada publik. Pembangunan Zona Integritas menuju
Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) adalah harga mati yang harus
kita capai melalui konsistensi dan integritas tinggi," ujarnya.

Seluruh pegawai secara bergantian menandatangani komitmen bersama dan
pakta integritas sebagai pernyataan kesanggupan untuk melaksanakan tugas
dengan jujur, bertanggung jawab, serta mematuhi peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Melalui kegiatan ini, Lapas Narkotika Purwokerto berharap dapat memperkuat
sinergi internal, meningkatkan kualitas kinerja, serta membangun kepercayaan
publik terhadap institusi Pemasyarakatan. Penandatanganan komitmen bersama
ini menjadi langkah strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang
baik dan berintegritas.

(Humas Elkapur)


